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DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
Tentang Pengelolaan Dana Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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Sumber Data Pengalokasian Dana Desa TA 2022
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Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

program

prioritas  

nasional

sesuai

kewenangan

Desa

Mitigasi bencana

alam dan 

nonalam sesuai 

kewenangan

Desa

pemulihan

ekonomi  

nasional

sesuai

kewenang

an Desa

Prioritas 
Penggunaan Dana 
Desa diarahkan
untuk percepatan
pencapaian aksi 
SDGs Desa melalui



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

SDGs Desa :
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang
Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa
dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs
Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs
Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai
kebutuhan; 
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan.

3 Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman
dan nyaman.

4. Desa Peduli Lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; 

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan 
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa

7. Desa  berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya

desa adaptif.



KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN 
DANA DESA TAHUN 2022

1. Program Perlindungan Sosial 

berupa BLT DD Paling Sedikit 

40% dari Pagu DD,

2. Kegiatan Ketahanan Pangan 

dan Hewani Paling Sedikit 20 

% dari Pagu DD,

3. Dukungan Pendanaan 

Penanganan COVID-19 Paling 

Sedikit 8 % dari Pagu DD,

4. Pendataan Desa

(Pemutakhiran Data SDGs dan 

IDM)

5. Pengembangan Usaha 

Ekonomi Produktif Desa 

Melalui Bumdes dan 

Bumdesma

6. Pengembangan Desa Wisata

7. Pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi

(Smart Village)

8. Pencegahan Stunting di Desa

9. Pengembangan Desa Inklusif

10. Peningkatan kapasitas 

Kelembagaan Desa,  

11. Mitigasi dan Penanganan 

Bencana Alam dan non Alam



PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DD (40%)

1
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a. keluarga miskin atau tidak
mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan dan diprioritaskan 
untuk keluarga miskin yang 
termasuk dalam kategori 
kemiskinan ekstrem

b. Kehilangan mata pencaharian

c. Mempunyai anggota keluarga yang  
rentan sakit  menahun/kronis

d. Keluarga miskin penerima JPS 
lainnya yang terhenti baik dari 
APBD maupun APBN

e. Keluarga miskin yang terdampak  
pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan belum
menerima bantuan; atau

f. rumah tangga dengan anggota
rumah tangga tunggal lanjut usia.

Kriteria Penerima Manfaat
1. Dalam hal pembayaran BLT Desa 

bulan kedua s.d. bulan kedua 
belas lebih besar dari kebutuhan 
BLT Desa , pembayaran atas selisih 
kekurangan  BLT Desa  
menggunakan Dana Desa selain 
Dana Desa untuk BLT Desa setiap 
bulan.

2. Jumlah KPM BLT Desa
bulan kedua s/d  Bulan kedua 
belas tidak boleh lebih kecil dari 
jumlah KPM BLT Desa bulan 
pertama

3. Dalam hal terdapat KPM BLT
Desa meninggal dunia atau
tidak memenuhi kriteria,
kepala Desa wajib mengganti
dengan KPM yang baru.

4. Dalam hal terdapat perubahan 
dan/atau penambahan jumlah 
KPM BLT Desa ditetapkan
dalam peraturan kepala Desa
atau keputusan kepala Desa

DaftarKPMditetapkan
dengan perkades/keputusan

kades paling kurang memuat:
1. nama dan alamat KPM;

2. rincian KPM berdasarkan jenis
kelompok
pekerjaan; dan

3. jumlah KPM.

1. Besaran BLT Desa ditetapkan
sebesar Rp300.000,00 untuk
bulan pertama s.d. bulan kedua
belas per KPM.

2. Pembayaran BLT Desa kepada
KPM dilaksanakan mulai bulan
Januari dan dapat dibayarkan
paling banyak untuk 3 bulan
secara sekaligus.

Pembayaran BLT Desa

Pasal 33, PMK 190



KEGIATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI (20%)

a

pengembangan usaha 
pertanian, perkebunan, 
perhutanan, peternakan 
dan/atau perikanan

b.

pembangun
an lumbung

pangan 
Desa;

c.

pengolahan
pasca panen;

dan;

d.

penguatan
ketahanan 

pangan
lainnya yang

sesuai 
dengan 

kewenangan 
Desa dan 
diputuskan

dalam 
Musyawarah

Desa.

a. pembibitan, pembenihan (pertanian, peternakan)

b. Pelatihan pengolahan / budidaya pertanian, 

perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau 

perikanan

c. Pengembangan pertanian hidroponik

d. Pengembangan pakan ternak/ikan alternative

e. Pengembangan sentra pertanian, perikanan, 

peternakan terpadu

f. Pembukaan lahan pertanian/perkebunan

g. Normalisasi jaringan irigasi tersier

h. Pembangunan/peningkatan /pemeliharaan Jalan 

Usaha Tani

i. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tersier

j. pembangunan  kolam , pembangunan kandang 

komunal

k. Alat-alat produksi pertanian, perikanan, peternakan

l. Lain-lain kegiatan infrastruktur dan non 

infrastruktur  pendukung usaha 

pertanian/perikanan/peternakan sesuai kebutuhan, 

potensi dan kewenangan desa

a. Bangunan/ged

ung lumbung 

pangan desa

b. Kelengkapan 

isi lumbung 

Desa

c. Infrastruktur 

pendukung 

lumbung 

pangan desa

a. pengadaan alat-
alat TTG untuk 
pasca panen 
misal : Pengering 
gabah, alat-alat 
pengolahan hasil 
perikanan dll

b. Pelatihan 
pengolahan hasil 
panen

c. Lain-lain kegiatan  
Pengolahan 
pasca panen 
sesuai 
kebutuhan, 
potensi dan 
kewenangan 
desa



Dukungan Pendanaan Penanganan 
COVID-19 (8%)

• Memberdayakan Pos Jaga Desa;
• Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan 

secara ketat protokol kesehatan; 
• Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-

19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu,
• Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer; 
• Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; 
• Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang 

melaksanakan isolasi mandiri di rumah 
• Melakukan monitoring, pendataan dan evaluasi secara rutin dan

melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 
Daerah;

• Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19 
termasuk operasional kegiatan vaksin di Desa



1)tower untuk jaringan

internet;

2)pengadaan alat 

pendukung Smart 

village

3)lnternet Desa.

4)Operator Desa

Pengelolaan teknologi informasi dan

komunikasi (Smart Village)

a.

Pengelolaan
sistem informasi
Desa berbasis 
aplikasi digital 
yang 
disediakan oleh 
Pemerintah;

b.

penyediaan 
informasi 

pembangun
an Desa 
berbasis 
aplikasi 
digital; 

c.

pengadaan
sarana/prasara
na teknologi
informasi dan
komunikasi 
berbasis
aplikasi
Digital

d.

pengelolaan
teknologi informasi
dan komunikasi 
lainnya sesuai
dengan kewenangan
Desa yang 
diputuskan dalam 
Musyawarah Desa.



Pencegahan stunting di Desa

a

Pengelolaan advokasi 
konvergensi pencegahan
stunting di Desa dengan
menggunakan aplikasi digital 
electronic-Human 
Development Worker (e-
HDW

b.

tindakan promotif dan 
preventif untuk 

pencegahan stunting
melalui rumah Desa sehat 
dan atau Tim Percepatan 

Penurunan Stunting di 
Desa

c.

peningkatan layanan 
kesehatan,

peningkatan gizi dan 
pengasuhan anak 
melalui kegiatan

1) kesehatan ibu dan anak;

2) konseling gizi;

3) air bersih dan sanitasi;

4) Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan

administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);

6) upaya pencegahan perkawinan anak;

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas 

Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun 

(3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan 

bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah

8) peningkatan kapasitas bagi Kader 

Pembangunan Manusia (KPM), 

kader posyandu dan pendidik 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

dan

9) pemberian insentif untuk Kader

Pembangunan Manusia (KPM),

kader posyandu dan pendidik pada

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

yang menjadi kewenangan Desa

10) Rembuk Stunting



Peningkatan kapasitas Kelembagaan 
Desa  

• Peningkatan Kapasitas BPD

• Peningkatan Kapasitas PKK

• Peningkatan Kapasitas Kader Desa 

• Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa lainnya 

sesuai kebutuhan



PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI DAERAH
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Pemantauan  
danevaluasi  

oleh
Pemda

Prioritas 
penggunaan  
DanaDesa

Capaian
keluaran
Dana
Desa

SisaDana  
Desadi  
RKUD

dan  RKD

Pasal 48











Langkah-Langkah Strategis Percepatan 
Penyusunan APBDes Tahun 2022

1. Melaksanakan Musdesus Penetapan KPM paling lambat 20 
Januari 2022 – Output BA+Notulensi+DH, Perkades 

2. Penyusunan RAB sesuai dengan draft Perbup satuan harga, 
khusus untuk kegiatan fisik bisa menggunakan survey harga 
yang disepakai di kecamatan --- bagi desa yang siap, 25 
januari 2022 ditargetkan sudah dilakukan evaluasi APBDes 

3. Proses asistensi usulan DD direncanakan dilaksanakan di 
Kecamatan bersamaan dengan proses evaluasi APBDes

4. Untuk pagu ADD dan kegunaannya serta pagu BHP termasuk 
harga satuan khusus non fisik akan segera di sampaikan ke 
Desa oleh Dinas PMD



TERIMA KASIH


